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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi
mekanisme kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan negara,
dan keduanya saling berkaitan satu sama lainnya. Partai politik
menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, karena
politik tumbuh sebagai organisasi yang berkembang di tengah-
tengah masyarakat, selain itu partai politik dapat merumuskan
dan mengatur kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang
menempatkan kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif,
partai politik bisa menyampaikan dan mendesakkan kepentingan
masyarakat tersebut untuk dipenuhi melalui kebijakan
pemerintah. Karena tanpa adanya partai politik demokrasi tidak
akan berjalan dengan semestinya.®

Sistem demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya partai

politik, karena bentuk bekerjanya demokrasi diperlukan adanya

! Veri Junaidi,dkk, Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan
Praktek. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), h. 21.



partai politik. Oleh sebab itu partai politik mempunyai peranan
penting dalam sistem demokrasi. Partai mempunyai peran
penghubung antara proses pemerintahan dengan warga negara.
Penyusunan dalam putusan yang secara teratur dilakukan adanya
pengorganisasian berdasarkan tujuan kenegaraan.

Ketika partai politik menjadi mesin pemilu, maka partai
politik membutuhkan sumber daya yang besar agar mesin itu bisa
berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih.
Padahal memudarnya ideologi telah melemahkan ikatan partai
politik dengan anggotanya yang kemudian berdampak pada
rapuhnya jaringan organisasi. Hal ini tentu saja berdampak pada
turunnya kemampuan organisasi partai politik dalam mobilisasi
pendukung. Untuk itu partai politik harus mencari cara lain agar
eksistensi partai politik tetap terjaga baik dalam masyarakat, dan
kemampuan meraih suara dalam pemilu tetap tinggi dalam
pemilu.

Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai

politik tentu saja membutuhkan uang agar misinya berhasil,

2 Jimly Asshiddigie, “Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen
Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, vol. 3 no. 4, 2006, h.7.



selanjutnya ketika sukses memegang kekuasaan, partai politik
harus tetap terus mengakumulasi uang agar terus bisa bertahan.
Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan
uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legetimasi kekuasaan
adalah sumbangan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu.
Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi massa di
satu pihak, dan kebebasan berpolitik untuk mengakses kekuasaan
di lain pihak, menyebabkan kompetisi merebut dukungan rakyat
melalui pemilu menjadi sangat ketat.

Untuk dikenali sebagai partai, partai politik harus
melibatkan lebih dari satu orang, karena sesungguhnya partai
politik tidak hanya butuh dana untuk kampanye, melainkan juga
dana untuk menggerakkan organisasi di sepanjang waktu dalam
pemilu. Dana yang digunakan pun juga tidak sedikit, karena demi
menjaga kepercayaan yang diberi oleh masyarakat, partai politik
harus tetap berkembang melalui beragam kegiatan; seperti,

operasional kantor, pendidikan politik, kaderisasi, unjuk publik



(public expose), serta penggabungan organisasi dari tingkat
pusat, daerah, hingga desa.’

Terdapat dua Pasal yang mengatur mengenai keuangan
partai politik, didalamnya terdapat Pasal 34 dan 35 tentang
keuangan partai politik.

Pasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. luran
Anggota; b. Sumber yang sah menurut hukum; dan c.
Bantuan keuangan dari APBN/APBD

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
diberikan secara proporsional kepada Partai Politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.

(3a). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai

Politik dan masyarakat.

(3b). Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3a) berkaitan dengan kegiatan:

a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan
bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka

® Veri Junaidi, dkk, Anomali Keuangan Partai Politik (Jakarta:
Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), h. 1-3.



Tunggal lka dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga
negara Indonesia dalam membangun etika budaya
politik; dan

c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara
berjenjang dan berkelanjutan.

(4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan
keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud dengan pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih
lanjut dengan Perrturan Pemerintah.

Pasal 35

@ Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik
berasal dari:

a. Perseorangan anggota Partai Politik yang
pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;

b. Perseorangan bukan anggota Partai Politik
paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1
(satu) tahun anggaran; dan

c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling
banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan
dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu)
tahun anggaran.

(2)  Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela,
keadilan, terbuka, tanggungj awab, serta
kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

Dari kedua pasal tersebut, hanya batas maksimal
sumbangan perseorangan bukan anggota dan badan usaha yang

diatur dengan jelas. Sedangkan tentang iuran anggota dan batas



maksimal sumbangan perseorangan anggota, undang-undang
memerintahkan diatur dalam AD/ART masing-masing partai
politik. Sementara tentang subsidi negara diatur oleh peraturan
pemerintah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan
perubahan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik, akan tetapi ada beberapa pasal yang
disempurnakan dengan Undang-undang yang terbaru, salah
satunya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai
penyempurna dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait
Pasal tentang Partai Politik, sedangkan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tidak diatur secara rinci terkait dengan sumbangan
keuangan partai politik, maka dari itu dari Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 diaturlah beberapa pasal yang mengatur
keuangan partai politik.

Undang-undang bertujuan untuk  menyempurnakan
pengaturan keuangan partai politik, namun tidak mengalami
kemajuan. Ketika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah

menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yang berlaku pada



15 Januari 2011, juga tidak terjadi perubahan yang subtantif
terhadap pengaturan keuangan partai politik. Sesuai dengan
undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 34 dan 35
dijelaskan bahwa sumbangan keuangan partai politik bersumber
dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan
bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perseorangan
anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan
ART. Pasal ini menjelaskan bahwa anggaran partai politik telah
diatur oleh undang-undang agar tidak adanya kesemena-menaan
dalam dana AD/ART di partai politik. Kurangnya pengawasan
mengenai pemasukan anggaran untuk partai politik adalah
penyebab terjadinya dampak yang buruk dan tidak terkoordinasi
dalam dana sumbangan untuk partai politik.

Berdasarkan uraian diatas disusun skripsi yang berjudul:
“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

(Studi atas Pengelolaan Keuangan Partai Politik)



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah
dalam penelitian ini dapat di rumuskan:
1. Bagaimana pengelolaan keuangan partai politik dalam
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengelolaan keuangan
partai politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang partai politik?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi
permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus dan terarah
pada permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya
dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran.
Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dalam
pengaturan pengelolaan keuangan partai politik dalam undang-

undang nomor 2 tahun 2011.



D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka diharapkan
dapat memahami secara benar mengenai beberapa persoalan
diantaranya sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan partai politik dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik?.
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum dalam pengelolaan
keuangan partai politik Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang partai politik.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan
yaitu :
1. Manfaat teoritis
Secara teori penelitian ini telah ikut menyumbang
pemikiran-pemikiran  dalam  mengembangkan  dan
memperkaya serta menambah keilmuan yang dapat
berguna bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang
yang berkaitan khususnya dalam bidang politik yaitu

tentang Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan



10

Keuangan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik
2. Sebagai Praktis

Penulis mengaharapkan agar memberikan
sumbangsih pemikiran mengenai aspek hukum khususnya
dalam pengaturan pengelolaan keuangan partai politik,
dan juga sebagai bahan masukan dalam literatur
kepustakaan bagi kalangan yang berkepentingan dan

tertarik dengan masalah yang sama.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan
ternadap penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, maka
penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi-skripsi terdahulu
yang relevan dengan penelitian ini beberapa sumber penulis

temukan penelitian tersebut diantaranya:
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No

Nama Penulis/ Judul

Skipsi

Persamaan

Perbedaan

Abdullah/ Efektivitas
Pengawasan BPD
terhadap Transparansi
Dana di Desa
Pangkalan Kecamatan
Langkap Lancar
Kabupaten Pangandaran
(Perspektif Sadd Al-
Zar’ah)/ Fakultas
Hukum Universitas
Islam Indonesia

Yogyakarta/Tahun 2017

Persamaan dalam skripsi
ini ialah sama sama
membahas mengenai
pendanaan keuangan partai

politik.

Perbedaan dalam skripsi
ini ialah bahwa
penelitian terdahulu
secara garis besar hanya
menjelaskan
pemahaman keuangan
daerah, namun bukan

partai polittik.
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M. Aldi Jaya Kusuma/
Pengawasan
Penggunaan Dana
Partai Politik Menurut
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008/ Fakultas
Hukum Universitas
Islam Indonesia
Yogyakarta/ Tahun

2018

Persamaan dari skripsi ini
ialah membahas mengenai

keuangan partai politik.

Perbedaan dalam skripsi
ini ialah terletak pada
subjek yang diteliti.
Penelitian terdahulu
membahas pengawasan
pendanaan, sedangkan
penelitian yang penulis
buat membahas
mengenai pengaturan

keuangan partai politik.
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Candra Dwi Pratama/
Pelaksanaan Informasi
Keuangan Daerah
Kepada Masyarakat
dalam Pengelolaan
APBD Kota Padang/
Fakultas Hukum
Universitas

Andalas/Tahun 2010.

Persamaan dalam skripsi
ini ialah masih dalam ruang
lingkup yang sama yaitu
mengenai pengelolaan
keuangan yang bersumber

dari APBD.

Perbedaan dalam skripsi
ini ialah dari segi lokasi
objek penelitian.
Adapun yang di bahas
dalam penelitian Candra
adalah tentang
pelaksanaan infomasi
keuangan daerah di kota
padang dalam APBD,
sedangkan penelitian
yang penulis buat yaitu
tentang pengaturan
pengelolaan keuangan
partai politik yang
bersumber dari

APBN/APBD.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas.

Bahwa secara

keseluruhan persamaan dalam penelitian ini adalah membahas

tentang keuangan partai politik, yang menjadi keistimewaan

penelitian skripsi ini adalah penulis akan menjabarkan mengenai
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pengaturan pengelolaan keuangan partai politik dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

G. Kerangka Pemikiran

Partai politik telah lahir di negara-negara Eropa Barat,
dengan berkembangnya pemikiran bahwa rakyat merupakan salah
satu faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam
proses politik, partai politik telah lahir dan berkembang sebagai
salah satu penghubung antara pemerintah dan rakyat. Pada
umumnya partai politik telah dianggap sebagai aplikasi dari suatu
sistem politik. Maka dari itu, partai politik menjadi lembaga yang
biasa ditemukan di negara-negara baru.*

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh
sekelompok orang secara sukarela, dan mempunyai kesamaan
kehendak cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha
untuk mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum dan

mewujudkan alternatif kebijakan yang telah mereka susun.

* Mariam Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1996), h. 159-160.
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Partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional
dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°

Tujuan partai politik adalah untuk menelusuri dan
mempertahankan  kekuasaaan guna melaksanakan serta
mewujudkan rancangan yang telah mereka susun sesuai dengan
ideologi tertentu. Demikian partai dapat dipahami dalam arti luas
dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah
penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang
tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti
sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat
yang bergerak di bidang politik. Penelitian ini memfokuskan pada
partai politik sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di

bidang politik.

% Pasal 1 No. 1 UU No.2/2011
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian ialah suatu cara atau jalan yang
digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas
data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali
pemecahan terhadap permasalahan.® Metode penelitian
merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan
pengetahuan ilmiah atau ilmu, jadi metode penelitian adalah cara
sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.” Adapun metode
yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan
bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang
bersifat hukum. Penelitian yuridis-normatif membahas

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.®

® Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

" Suryana, “Buku Ajar Perkuliahan: Metodologi Penelitian Model
Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”’, (UP1 Bandung: 2010), h.16.

8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), h.24.
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2. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian dalam skripsi ini ialah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan
dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Suatu
pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan
perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah
berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema
suatu penelitian.’

3. Sumber Hukum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan, maka
penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan
sumber datanya adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum
yang bersifat autoritatif artinya mempunya otoritas.'°

Bahan hukum primer penulis yakni meliputi:

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14.

0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), h. 141.
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1. Undang Undang Dasar 1945.

2. Undang Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008.

3. Undang Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.
b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah
buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum
dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum
sekunder adalah memberikan kepada penelti semacam
“petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.™
Bahan hukum sekunder penulis yakni meliputi:

1) Buku-buku hukum yang terkait.

2) Skripsi-skripsi terdahulu yang relevan.

3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

5) Tulisan ilmiah dan makalah yang terkait.

6) Teknis Penulisan

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), h. 155.
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4. Teknik Analisi Data
Teknik analisis data dalam  penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat berupa kata-
kata, kalimat, atau narasi. Data yang diperoleh dari hasil
penelitian ini disusun dan dianalisis dengan menggunakan

teknik analisis deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memahami lebih jelas dalam penulisan
skripsi ini, penulis akan membagi kedalam beberapa sub bab
dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan dari judul
yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian,
tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan kajian teori yaitu tentang
politik hukum, partai politik, dan norma hukum.

Bab ketiga, bab ini membahas mengenai ketentuan
pengaturan pengelolaan keuangan partai politik yang tertera

dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, yang terdiri dari
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pendanaan dan peran partai, akuntabilitas dan transparansi partai
politik.

Bab keempat, bab ini membahas analisis terhadap
pengaturan pengelolaan keuangan partai politik dalam undang-
undang Nomor 2 Tahun 2011.

Bab Kelima Penutup, merupakan bagian penutup yang
berisikan paparan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang

terdiri dari kesimpulan dan saran.



